BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LEBONG,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor
62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber darn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebong perlu diganti;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman
dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebong, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan
kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 154 Tambahan Lemaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lemaran Negar Republik Indoneasia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undané
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara
Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor o8,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Insdonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun
2018 Nomor 157);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

LEBONG.
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KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah daecrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peclaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat
DPRD adalah Ilembaga perwakilan rakyat daerah vyang
berkedudukan sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lebong.

N

\‘.’ 5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

‘ dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

2 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah
kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
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14.

15.

16

14

18.

19.

20.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAF_’D E}dalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang
dlptmpm oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana

daeral_l, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya
sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayvaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakat yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannva, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.

Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam
bentuk/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyakat yang sifatnya tidak
terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan
penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadi risiko sosialmasyarakat.

Risiko sosial adalah kejadiaan atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/a‘_ca}l
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, k?‘lSlS
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan.darl
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah;
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21 Organisasi Kemasyarakatan v
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ikan dan dibentuk oleh mas ak
secar . YEXE SRl
a sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi q

alam pemban n s . S

¢ an demi tercapainy

Nesaira Kesaty gL pPainya tujuan

Republj i :
Pancasila; pPublik  Indonesia yang berdasarkan

22 Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

g’;ingcrtanggung-jawablcan uang untuk keperluan transaksi

23. Proposal adalah
organis
panitia

_ ~permohonan  bantuan dari kelompok/
asl yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan
/pengurus dan rencana anggaran.

24. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari

perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan
panitia/pengurus dan rencana anggaran;

25. Surat Permintaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
Jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran;

26 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan

dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
berdasarkan SPM.

Pasal 2

1. Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini _ sebagai
pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD.

2. Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar pelakganaan
pemberian hibah dan bantuan sosial yang berspmber dari APBD
berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
1. Hibah;

2. Bantuan Sosial; _ _

3. Monitoring dan evaluasi; dan Sanksi.
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BAB II

HIBAH
Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1) PCII’IEI‘il‘ll’EIIh Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya;

badan usaha milik negara;

badan usaha milik daérah;

badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hulkum Indonesia; dan

f. partai politik.

pangy

() Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dityjukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai
kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c. tidak terus menerus sctiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a.diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah;

b.dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,
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c. unit kerja pad:a Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan
dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk
penyed%aan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
.penyedxa}an setiap keping blangko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah
APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

e.hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun
berkenaan,

(2) H_ibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemckaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan wusaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan dalam rangka
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan
ketentuan:

a.diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang

diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang
atau jasa.

(5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:

a. Hibah kepada badan dan lembaga:
« badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan;
badan dan lembaga nirlaba, sukarcla dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur atau Bupati;
+ badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya; dan

Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan memenuhi kriteria  yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
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(2) Hibah  kepada  organisasi kemasyarakatan

1)

b.Hibah kepada organisasi

kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemagyar.akatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi  kemasyarakatan yang  berbadan  hukum

perkumpulap, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum

dan hak asasi manusia sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7)

Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki ke pengurusan di daerah:
b. memiliki keterangan domisili dari lurah /kepala
sctempat; dan
¢. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan
di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah pemberihibah.

desa

Pasal 7

1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan vang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian vang membidangi
hukum dan hak asasi manusia:
b. berkedudukan dalam wilayah
daerah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

urusarn

administrasi pemerintah

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus tingkat
kabupaten.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga,
dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada
Bupati.
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(2) Bupati menunjuk SKPD

terkait untuk melakukan i
usulan sebagaimana dim Tl

aksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

T{\PD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas

dan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan  TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4)

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam

rancangan SKPD.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang,
dan/atau jasa.

2)

barang,

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-
SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, jenis belanja

hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah
pada SKPD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada:
a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. badan usaha milik negara;

d. badan usaha milik daerah;

e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang
berbadan hukum Indonesia; dan

f. partai politik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12
Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pasal 13

(1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang
atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
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() Keputusan Bupati sebagaimana dimak
ud jadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah. ) PRC-Sat G MR

Pasal 14

(1) Setiap Pemberian  hibah dituangkan dalam

ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat y

NPHD yang
dan penerima hibah.

ang ditunjuk

(2} Pz_anandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat
dltanda_tangani oleh Bupati:

NPHD secbagaimana dimaksud pada avat (1) paling
mecmuat ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima hibah:

tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian peénggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban:

tata cara penyaluran/penverahan hibah;

tata cara pelaporan hibah;dan
sanksi.

sedikit

moQAn o

Pasal 15

Penyaluran/penyerahan hibah dari

pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan se

telah penandatanganan NPHD.

<l Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasai 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paszal 17

Penerima  hibah menyampaikan laporan  penggunaan hibah
¥cpada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 18

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah
pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

{2} Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai reai.isasi obvek

| belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.
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Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah

angg daecrah atas pemberian hibah
meliputi:

a. u_sulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapandaftar penerimahibah;

c. NPHD;

d.

o

(5)

(1)

palkta integritas dari penerima hibah vang menyatakan bahwa
hlbal_i yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
bukti transfer nang hibah berupa uang atau

_ g atas pemberian
bulkti sgrah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.

Pasal 20

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah:

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuaiNPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa

uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal
10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas
daerah.

Pasal 21

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
pencrima  hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan
sesual standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.
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(2) Format konversi
dan/atau jasa
berpedoman pacl

dan Penpuniplcpnn
sebhapaimaonn

a e

hilbih
dimalesye

berupa barang
ratiran Perundarp-une

o ayat (1)
anpap,

‘ Bagian Kelimn
Hibah Kepada Paring Politile

Pasnl 20
Besaran dan

tatacara pember '
; . acar: : N bhelanja
Keuangan kepada Partai politik sl .

4 ayat (1) hurul f, diatur
Perundang-undan 4

hibuh berupa bantuan
panmana dimaksud dalam Pasal

sesual dengan ketentuan peraturan

€{an,

HAR 111
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesaty Batasan dan Kriteria

Pasal 24

(1) Bantuan sosial digunakan untul
bantuan berupa uang dan/atau

keluarga, kelompolk dan/atau
secara  terus

mengangpgarkan pemberian
barang  kepada  individu,
masyarakat yang sifatnya tidak
sclektil yang bertujuan untuk

an terjadinya risiko sosial, kecuali
tentu dapat berkelanjutan,

menerus  dan
melindungi dari kemungkin
dalam keadaan ter

(2)

Risiko sosial sebagaimana dimaksud
kejadian atau

pada ayat (1) adalah
sosial,

peristiwa yang merupakan dampalk dari krisis
krisis ckonomi, krisis politil,

fenomena alam, atau
bencana alam yang Jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

(3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial.

(4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah sectelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

bidang lain yang berperan untulk melindungi individu, kelompok,

dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai dampalk risiko sosial.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 2g

Bantuan
kelom pok
kepad
dire

a individ " masyarakat  terdir; atas | keluarga,
idu, keluarga, kelompolk dan/at : Dantux s
rakat yang

direncanakap,

Ncanakan

dan
scbelumnya_

Bantuan sosial

ayat (1) dilakuk

yang direncanakan sebagaimana dimaksu
a. dialokasikan

an dengan ketentuan: § Rz
kepada individy
masyarakat yang sud ,
b_esarannya pada saat penyusunan APBD
b. direncanakan berdasarkan usulan .ch;*i
dgn/atau atas usulan kepala SKPD. )
c. d‘lan‘ggarkan pada SKPD terkait d
rincian  objek; dan sub Fincian objek pada program,

kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait.

o keluarga, kelompok dan/atau
ah jelas nama, alamat penerima dan

calon penerima

an dirinci menurut objek,

B_antuan sosial yang tidak dap

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko

sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan.

c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait.

at direncanakan sebagaimana

Pasal 27

Pemberian bantuan  sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektf;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pad&} ayat (1) huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya dibenkan‘ kepada c_alon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
risiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantt_:a.ln. :s.ebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan
sesuai ketentuan peraturan perundang- undanggn dan sudah
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus k‘ecuag
dalam keadaan tertentu dapat b::::rlcc?lanj'than sebaga;jmgzn
dimaksud pada ayat (1) huruf c _dlartlkan bal'}wa'pem c;:;a
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus c!1ber11faxll S‘utarpi
tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat bertfe antjahun
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan sedlzfi -
anggaran sampal penerima bantuan telah lepas

sosial.
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(4)

(5)

_n//."'

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pa:da
ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosia_l;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial; o

e. penanggulangan kemiskinan;dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf a ditujukan untuk memulihkan dar{
mengembangkan kemampuan sescorang yang mengalami

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal _27 ayat
(5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (5) huruf ¢ dituyjukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sechingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2_7' ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra
putri pahlawan yang tidak mampu.
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p _,,.,—*(sj’]'aantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat

\J‘ N

(1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah
luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 30

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan_ tertulis_,
atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui
Kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.

2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial
dalam rancangan RKPD.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang
dan/atau barang.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok
belanja Operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja
bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada
SKPD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keluarga;

b. masyarakat;dan
c. lembaga non pemerintahan.
d.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan
jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek

belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD.
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- 4A,p 1
Individu g SD,  tidak

Crmasyuk b
an/atay 5 antu
seh elumnya, keluargy

(1) Bantuan sog;
32 ayat (1) q
belanja ban
berkenaan P

langgarkan g
tuan sosial
ada SKPD.
(2) Bantuan sosial berupa baran
Pasal 32 avat (3)
Yang diformulasi

: , dan
sosial barang vang akan diser

ahkan pihak ketiga/ma t
berkenaan pada SKpPD. p ga/masyaraka
Dalam rincian obve
(1) dan ayat (2
bantuan sosial.

k belanja seba

gaimana dimaksud pada ayat
dicantumkan

Nama penerima dan besaran

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 35

(1) Daftar penerima dan besar
Keputusan Bupati berdas

an bantuan sosial ditetapkan dengan
dan peraturan Bupati ten

arkan peraturan daerah tentang APBD
tang penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncan

akan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (3).

2)

(3] Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat_kcterangemt
dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan_ nilai sampai
dengan RpS5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat
dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
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_,M‘G]'?’encairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
"~ pembayaran langsung (LS).

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 38
(1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran

berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima sesual yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat
dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing
individu dan/atau keluarga.

Pasal 39

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian
bantuan sosial meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan
sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
bantuansosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang

D menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan

digunakan sesuai dengan usulan;dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukt serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Pasal 40

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimnanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan
sosial;
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surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dzarf‘wa
usulan;dan gan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuaj
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal
10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial
selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi

\ anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
0 keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 42

() SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

D pengawasan.

BAB V
SANKSI
Pasal 43

(1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari
peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Penerima  yang tidak melaksanakan  dan melaporkaq
pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupat
melalui  SKPD  terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat
diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.

(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mepdapatk{a_n
alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, ?vapb
mengembalikan dana hibah yang diterimannya ke Pemerintah

Daerah.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bubpati
Lebong Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pcmbegzu
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan daﬁ
Belanja Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati LEBONG

Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong

Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei -
pada tanggal "3 Januart 2022

. \BUPATI EBONG,%

—~ 1 OPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal = 3 Januart 5022
RETARIS DAERAH

N LEBONG

*

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 9

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PACIAS B

) ¥

|
Ry
i |

-

Vil
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